PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL

Jalan Komplek Perkantoran Jalur Dua - TUBE]
Email : pmdsos.febong@gmail.com

REPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL

KABUPATEN LEBONG
NOMOR ©4 TAHNUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL

KABUPATEN LEBONG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu

pelayanan  kepada masvarakat dan terwujudnya
penyelenggaraan pelavanan prima, perlu adanva Standar
Pelayanan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas tentang Penetapan Standar Pelavanan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten
Lebong;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 191, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional:

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang

Kesejahteraan Sosial;

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial;
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Unichng Unilang Mo TR Talan 2007t fibiniip Paivjpan
(Lemilsiran Negam Kepubibk Inddonesia Tahun 2002 Nosnaor
<40, Tambahan Lembaran Neparan K prealtelibe bovebosnie s
MTisE S5 1%

Unilang-Undang  Nom LY Tuhun 2003 tentang
Penanganan Tk muskon  (Lembaran Mepara Hepulilik
Indonesia Tahun 2000 Nomaor 112, Tambahan Lembaran
Negara Repubhik Indonesin Notnios M),

Unidang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lampiran Nepara Hepublik Tndonesia Tahon
A014 Nomor 6, Tambaban  Lembaran Negarn Bepublik
Indonesin Nomaor 5404),

Undang Unidhang Nomar 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Nepara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik  Indonesin Nomor 2H87)  sebapnimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Repubhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ahG79);

Peraturan Mentenn Dalam Neperi Nomor 13 tahun 2011
tentang Pengelolaan Keuanpan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 52 tahun 2011
tentang  Standar  Operasional Prosedur i lingkunpgan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesin Nomor 184
2011 tenmang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Peraturan mentri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Heformasi Dirokrasi Republik Indonesin Nomoe 32 Tahun
2012 tentang Pedoman Penvusunan Standar Opersional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Peraturan . Menteri Keuangan  Nomor SO/PMK.07 /2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dang Desa;




Menetapkan

KESATU

R ELILA

T Permtiran Mentern heuangan Bomasr 159 PMEK OF 20107
iemttang  tata carm Pengalokasuan  Dana  [esa Sefiap
hilvigmiten kita  dan Perhitunpgan Hipcwn Dana e
setiapy | wesn

I8 Peraturan Menten kegangan Nomor 225/ PMK 072017
beiilang  DPeculsalian kedua atas Petanturan Menten
hevangnn Nomwa SOCPME OF F 07 tentang Pengelolaan

Trsnisnder ke | varrab olan | danim | e

19 Peraturpn Menten hewnngan  Momor 20 TPMK w2y
tentang Perubahan Kmown Dana Desa menoarat Dacrah

Rabupsaten fkota Talun Anpgearan 20018

A0 Peraturan Mentert Dalam Negent Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk  Hukum  Daerah ([enta
Negara Repubhik Indonesan Tahun 20015 Nomor 2006,

21 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pembentukan dan Susunan Peranpkat
Daerah;

22 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentanp Susunan

Orgamisast dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Lebong:

23 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tugas
dan Fungsi Dinas Pemberdavaan Masyarakat Desa dan
sSosial kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL KABUPATEN LEBONG
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN LEBONG

Standar Pelavanan pada Dinas Pemberdayaan Masvarakat
Desa dan Sosial - Kabupaten Lebong  denpan ‘
selapaimana  tercanium dalam  lampiran
terpisahikan dan Keputusan ini:

rncian
vang tulak

Jenis  pelavanan sebagaimana  dimaksud dalam

KESATU adalnh :

1. Surat Rekomendasi Penerbitan KIS/BINS;

2. Penanganan Penyandang Penyakit H[‘-ji“‘ﬂ;lﬂ (GILA);

3. Penanpgulangan Orang Terlantar dan Pe I
Terlantar;

Iktum

nguburan Mayat



RETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1o b Pendivian Nanti Somaal;

S Penvaluran Hansos Rastra:

O B Pendinan Orpanisasi Sosial;

£ Pelivanan Rekomendasi Pengajuan Alokasi Dana Desa
(A

8 Pelavanan Rekomendasi Pengajuan Dana Desa (D]

Standar  Pelavanan  Pablik sehagmmana  dimaksud  pada
diktum RESATU menjadi pedoman dalam  penerbitan
Dokumen  Pemberdayaan  Masyarakat Desa dan Sosial di

Dinas Pembendayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten
Lebong;

Segala binya yang timbul  sebapai akibai ditetapkannya
keputusan  ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Reputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tubei
pada tanggal 1\ Januari 2022

Pit. KEPALA,

[

s * -l
HARTONLS.P.,M.Si
Pembina Tkl /{IV.5)

NIP. 19700128200604 1005

Copmrail deragan Ca—iigrwer



Pawmpirans — © Keprtusan Kepeder Diners Pembe roayesan
Masyarakar Desa Dan Sovield Kebupaten Leboge
Noameoar s Talmn 2022

Tangeyeen! B Jenruerrd 2022

SURAT REKOMENDASI PENERBITAN KIS/BPJS _
Komponen Standar Pelayanan terkail dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

e

NO | KOMPONEN URAIAN
I 2 ad
1. | Persyaratan a. Foto Copy Kartu Keluarga
b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
c. Surat Keterangan Miskin dan Kepala Desa/Kelurahan
2. | Sistem, Mekanisme | a Pemohon mengajukan surat permohonan lengkap ke dinas PMD
dan Prosedur & Sosial dan mengisi formulir vang disediakan
b.Petugas menerima surat untuk dilakukan pemeriksaan, jika
memenuhi syarat maka surat dapat diserahkan ke petugas
pengolah
c. Permohonan surat yang tidak memenuhi syarat vang telah
ditentukan
d. Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat
draf surat rekomendasi
. Memenksa kelengkapan berkas pemohon yang memenuhi syarat
[. Menandatangani surat rekomendasi oleh Kepala Dinas PMD &
Sosial
g Petugas memberikan penomoran dan stempel cap, kemudian
digandakan untuk diarsipkan dan menyerahkan ke pemohon
3. | Jangka Waktu 2 (dua) Har T
Pelaksanaan
| 4. | Biaya/Tanr Tidak dikenakan biaya (gratis)
> | Produk Pelayanan | Penerbitan Surat Rekomendasi Penerbitan KIS/BPJS
6. | Penanganan a Kotak Saran
Aduan, Saran dan | b, Website: -
Masukan ¢. Email: pmdsos lebong@email com
d Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
7. | Wakiu Pelayanan | 2 Senin - Kamis : 08.00 - 14.00 WIB

b. Jum’at <08.00- 11.00 WiB
¢. Sabtu :08.00- 13.00 WIB
d. Minggu dan Hari Besar Nasional LIBUR

Copmrail deragan Ca—iigrwer
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Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan dinternal organisasi

(M mnfoactirings)

NO

L
1.

| dan‘atau Fasilitas

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan
Internal

Jumlah Pelaksana

Jaminan ﬁ.; anan

_¢ Front Officer 2 Orang

KOMPONEN ' URAIAN !.
L X
Dasar Hukum ‘2. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Masional -
b.UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengpara
Jaminan Sosial
o i "¢ UL Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah
Sarama Prasarana | o Komputer - 2 Umit

b Printer - | Unit

a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknolog informasi
b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatil

¢ Disiphin dan 1aat waktu pelayanan

d. Pengecekan dafiar persyaratan dan pencatatan oleh pelugas
¢ Pencatatan dan pendataan dokumen perizinan

Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Kepala Bidang Sosial dan Kepala Dinas
a Operator Programer/|T 6 Orang di Dinas PMDSOS

b. Petugas Admin Database 2 Orang

n—.-";.ﬂan:.'a Standar Operasional Prosedur (SOP)
b. Adanya Kode Etik Kepegawaian
¢ Tudak ada diskriminasi terhadap Pemohon

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Apabila Surat Rekomendasi Penerbitan KISTBPIS telah selosa;
namun  belum  diambil, akan  disimpan  tedebih  dahuly dan
diusahakan pemohon dihubungi melalui telepon,

Melalui Su_ﬁ:c_].--lndcks Ht.ﬁuns:m Mﬁsynmku-{_llih'[] secara rutin |
dan berkelanjutan schagai upava perbaikan dan peningkatan Kinerja
pelayanan




P

FENANGANAN PENYAND ANGPENYARIT KEJIW AAN (GILA)

somponen Sandar Pelayanan terban dengan proses, penyampenan pelayanan { Serviee Tielivery)

i) ROMPONE N

]
| Persvantan
W

Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

o e e

3. | Jangka Wakiu
l‘-:lal'-.un.:.m
4. | I]lmm"'fnrll'
5 I’rndul-. I"'l.:l:n anan
6 | I’Lnanj,,nna:n
. Adunn Saran dan
: Masukan

7. | Waktu i;ulﬂ}'an:m

'
a Menerima surat permohonan bantuan dan masvarakat melalm |

.. .!@Tnbﬂm" Penyandang FL‘I'I}"ELI! hﬂjl_“‘ﬂﬂﬂ u".i.l h} —_—

T HATAN

Lurah vang diguban ke Dinas PMIDSos

|
b Menpagendakan surat masuk

€. Memenhsa Sk pembentukan pamtia pelaksana kegiatan dan i
memaral koordinast stal kemudian menverahhan ke Kadis untuk
| dipenksa dan diparaf |
| 4 Memenksa SK pembentukan panitia pelaksana kegatan dan '
menandatangam koordinasi staf, kemudian menyerahkan ke
PPTK untuk diperiksa ke bagian hokum

. Member nomor dan stempel sural koordinast staf dan Sk
pembentukan panitia pelaksana kegiatan, diteruskan ke bagian
Hukum dan HAM untuk dikorek i

. Me ngoreksi SK pembentukan panitia pelaksana l.u.ynmn dan
_ menginm ke [inas Sostal

¢ Mn.mpcrhall.l SK sesuai dmgnn koreksi bagian Hukum dan
sisampaikan ke Sekretans untuk diperiksa dan diteruskan ke
Kadis untuk duandatangani

h. Memenksa SK Sekretaris untuk diperiksa ulang dan diparal

kemudian diteruskan ke Kadis untuk ditanda tangani
7 (tujuh) Hani =g

Tidak dikenakan biava (gratis) ' =

a. Kotak Saran = e
b. Websie: - J
€. Email: pmdsos lebong a pmail com

d. Form Survey Indeks kepuasan Masyarakar

a. Senin - Kamis ; 0800 - 1400 WIB
b. Jum’at SOR00 - 11.00 WIB
c. Sabtu 0800 - 13.00 WIR

d Minggu dan Han Besar Nastonal 1. IBUR
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clayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal Organisast

NO| KOMPONEN URAIAN el
L | L 1
. | Dasar Hukum | a. UU Nomor 11 'I‘a_lsg_rl__E_jE-I_iE['J_l._c_r!u_qg  Kesejahteraan Sosial
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
¢. Peraturan  Bupati Lebong MNomor 11 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah -
2. | Sarana Prasarana | a, Komputer : 2 Unit

dan/atau Fasilitas | b. Primter - 1 Unit
3. | Kompetensi . Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi
Pelaksana b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif
c. Disiplin dan taat wakiu pelayanan
d. Memahami tentang pelayanan dan Rehabilitas Sosial
¢. bisa menghadapi penyandang penvakit jiwa
4. | Pengawasan Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan
Internal Sosial, Kepala Bidang Sosial dan Kepala Dinas
3. | Jumlah Pelaksana | a. Operator Programen/IT 6 Orang di Dinas PMDSOS '"
b. Petugas Admin Database 2 Orang
¢. Front Officer 2 Orang
6. | Jaminan Pelayanan | a. Adanva Standar Operasional Prosedur (SOP)
b. Adanya Kode Etik Kepegawaian
¢. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7. | Jaminan Keamanan | -
dan Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
Pelaksana

dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja

pelayanan.

Crigmralsd deregan CamSiarrer



THRILANT AR

Nid RTINS

[ Perswaratan
L

dan Prowedur

EN Jangka Waktu
Pelak sanaan

| Hava Tanf

' Produk Pelayvanan

. | Penanganan

M

Adwan, Saran dan
: Masubkan

7 | Waktu Pelayanan

l

hoompunen Standa 1'vlavanan werkai

sialem, AMchamsnw | a

FENANGOLEANGAN ORANG 1) HEANT AR DIAN FESGL R BAN MAYA

ik TP sy R s . Ly surnamin 0 Sscrwis o0 f b diviey |

I HATAN

Mencnima Saral permahwnan bantuan dan masvarabat melal
Lurah vang dituggul an Lepada Ihnas M8, diapendakan dan
diserahban bepoada Sebretans untuk dacreshan

b Mendisposwsakan surat masuk dan belurahan fencht boepada
kabud Sosial wntud dinndab languts olch kepala sobos terkan

lt‘ Mencnima Disposisr sural dan Schretans dan memenntahban

seksi terkant

d khas beserta stal memenksa bondist dilapangan  seterusnya
melenphap admmstrass vang diperlukan dan belurahan

¢ kasi mengapuban telashan dal kepada Kepals Dinas  untuk
meminta persctujuan dana bantuan tersebut melaln sebretans

I Meminta persctujuan Kepala [inas untub telaahan staf

g Menvetupn telaahan stal

h. Setelah pencaran dana disctupn, kast mengambil dana bantuan |
dan bendalara penpeluaran untul diperpunakan sesua dengan
keperluan dan peraturan vany berlaku

v Mengantar  orang  tedamtar  betempat Iu;ﬁnnm:hkumlnn:
penguburan mavat terlantar

1 Menyelesarkan laporan dan SI'J umuk penverahan bantuan yang ',
telah dilabsanaban |

S (lima) Han '

|

Didak dikenakan buaya (gratis) i

Penappeulangan Omng Terlantar dan Penpuburan Mavat Terlantar '|

a Kotk Saran |.

b Welwite -
¢ Emaul: panadsos lebong o pmanl com
d Form Survey Indeks Kepuasan Masvarakat

a Semn  Kamis 0800 - 1400 Wi =
b Jum'at 0800 11 0w
¢ Salu 0K 00 - 1300 WIR

d Mingpw dan Han Besar Nasional LIBUR



r anpn_nun standar Pelavanan terkmit dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal orpanisasi
(Memnufacturing)

NO | KOMPONEN | URAIAN
; A X = s T
1. | Dasar Hukum a. UU Nomor 11 Tahun 2009 lentang I{LSLJahILrﬁl;-‘;i:lal_-_-
b. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah
_C_-PL[E[UI:HH Bupati Lebong Nomor 11 tentang Pengelolaan
Kevangan Dacrah -
2. | Sarana Prasarana a. Komputer - 2 Unit -
dan/atau Fasilitas b Printer 1 Unit
3. | Kompetensi ‘a Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi ‘
Pelaksana b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komumkatil
¢. Disiplin dan taat waktu pelayanan
ey - = d. Memahami tentang pelayanan dan Rehabilitas Sosial
4. | Pengawasan Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kepala
Internal Bidang Sosial dan Kepala Dinas
5. | Jumlah Pelaksana | a_ Operator Programer/IT 6 Orang di Dinas PMDSOS
b. Petugas Admin Database 2 Orang
<. Front Oflicer 2 Orang
6. | Jaminan 1'{!5\'5.{{& a. r"td"lm:l Standar Operasional Prosedur (SOP) _
b. Adanya Kode Etik Kepegawaian
7. | Jaminan Keamanan | - i
dan Kesclamatan
| Pelavanan
8. | Evaluasi Kinerja “Melalui Surv ev Indeks L:Eﬁuaﬁnn Masynmkal (IKM) secara rutin
Pelaksana dan berkelanjutan sebagai upava perbaikan dan peningkatan kinerj
| | pelayanan. ) B

—_
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LZIN PENDIRIAN PANTISOSIAL
homponen Standar Pelavanan terkan dengan proses penyampaian pelavanan (Serviee Delroery)

NOY |
¥ e |

|
d

|
X

KOMPPONEN
Persyaratan
Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

URAIAN
—

a Pemohon mengajukan surat permohonan lengkap ke dinas PMD
& Sosial dan mengisi formulir yang disediakan

b. I'».:lu,;,as menerima sural untuk  dilakukan pemeriksaan, jika

memenuhi syaral maka sural dapat discrahkan ke petugas |
pengolah

¢. Permohonan surat vang tidak memenuhi svarat yang lelah
ditentukan

d. Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat
drafl surat rekomendasi

€. Memenksa kelengkapan berkas pemohon yang memenuhi syarat

{. Menandatangani sural rekomendasi oleh Kepala Dinas PMD &
Sosial

g Petugas membenkan penomoran dan stempel cap, kemudian
digandakan untuk diarsipkan dan menyerahkan ke pemohon

3. | Jangka Waktu 3 (tiga) Hari
Pelaksanaan
4. | Biaya'Tanfl Tidak dikenakan biaya {gratis)
| 5. | Produk Pelayanan | lzin Pendirian Panti Sosial
6. | Penanganan a. Kolak Saran
Aduan, Saran dan b. Website: -
Masukan €. Email: pimdses lebong @ email com
d. Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
7. | Waktu Pelayanan | a. Senin - Kamis : 08.00 - 14 00 WIB

b. Jum®m - 08.00 - 11.00 WIB
¢. Sabtu :08.00 - 13.00 WIB
d. Mingpeu dan Har Besar Nasional LIBUR

Copmrail deragan Ca—iigrwer
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’//h““"i““t 1 Stamdar Pelayaman terban dengan proses penpclolaan pelavanan donte el onpnsas

RIS Efuls Turpen |

W1

ROMPONE N

- [ dasar Hukum

Sarana Prasarina

dan atau Fasilitas

hompetens,

Pelak <ana

Pengawasan

Internal

" Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelavanan

Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelavanan

' Evaluast Kinerja
| Pelaksana

a UL Nowneor 40 Tahen MEM femtany Sistem Jaminan Yarstal |

I HATAN

Masonal
B U Nomaw 2 Tabun 2011 tentang  Badan Penveleny para
Jaminan Sosaal |
¢ UL Nomor 23 Tahon 2014 tentang Pemenntah Dacrah '

|a khompuater 2 Uit

T
|

b Prnter I Unn

a Terampl menpoperasikan komputer dan tcknologn informas
Iy Mampu bersikap sopan, ramah dan komumban

¢ Dwsaphin dan taat waktu pelayvanan

d Memahami temang pelavanan dan Rehabilitas Sosial
Herjempang mular dan Kepala Schsi Perhndungan dan Jaminan
Sosial, Kepala Budang Sosial dan Kepala Dinas

a Operator Programer 1T 6 Orang di Dinas PMDSOS

b Petugas Admin Database 2 Orang

c. Front Oilicer 2 Orang

a. Adanya Standar Operasional I’ﬁmﬂﬁr-{ﬁulll

b. Adanva Kode Euk Kepegawaan

¢. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon

ﬂ[ﬂhild  Izin Pendirian Panti Sosial telah selesan namun belum
diambil, akan dissmpan terlebih dabulu dan diesahakan pemohon
dihubungi melalui telepon. .
Melalw "'T.un-:!..' Indeks HLpu'Lmn M:]'-.ﬂ..lr'll.nl. (TR M) secara rutin

dan berkelanjutan sebaga upaya perbarkan dan peminghatan kinerja

C- e —

pt:lny;tn;m.



.ll.r-.- -.
S PENYALURAN BANSOS RASTRA
homponen Standar Pelavanan terkail dengan proses penyamparan pelayanan (Service Delivery)

-_ ——

CURAIAN
T i HEA

NO | KOMPONEN

|
|
f

I

g Persvaratan

2 | Sistem, Mekanisme a Kasubbid PFM memerintahkan staf pelasana untuk membuat

dan Prosedur sural permohonan rencana jadwal penyaluran bansos rastra pada |

_ bunbegoln

b. Staf pelaksana meminta tanda tangan Kepala Dinas

¢. Perum Bulog/Sub Drive menyampaikan surat ke Dinas PMDD dan
Sosial Kab. Lebong, atas tindak lanjut surat dari kemensos
penihal jadwal penvaluran bansos Rastra

d. kepala Dinas membuat disposisi surat ke Kepala Bidang Sosial
terkait surat dari  perum Bulog/Sub Divre untuk dapat
memenntahkan Kasubbid PFM agar menjalankan tugas pokok
dan fungsinya

e. kepala Bidang memrniniahkan staf pelaksana untuk membuat
sural penniah tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
kepada Kasubbid PFM besra pengikut agar dapat melakukan
perjalanan  dinas  sesuai dengan tupoksinya dalam mngka
penyaluran bansos rastra ke kecamatan (titik distrbusi) hingga ke
desa‘kelurahan (titik bagi) dan memantau proses penvaluran ke
KI'M

. Kasubbid PFM melaporkan hasil perjalanan dinas secara tertulis
kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berkas dokumen

3. | Jangka Wakiu 6 (han) Hari
Pelaksanaan
4. | Biaya/Tanf Tidak dikenakan biaya (gratis)
'5. | Produk Pelayanan | Penyaluran Bansos RASTRA
6. | Penanganan a. Kotak Saran o
Aduan, Saran dan | b, Website: -
Masukan ¢. Email: pmdsos lebongfd gmail com

d. Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
7. | Waktu Pelavanan | a. Senin — Kamis : 08.00 - 14.00 WIB

b. Jum’at 108,00 - 11.00 WIB

c. Sabtu :08.00 - 13.00 WIB

d. Minggu dan Hari Besar Nasional LIBUR
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sarang Mmasarana

dan atau Fasilias
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I Pelaksana

| Pengawasan
| Intermal

Jaminan Melavanan

g v Movuw 1V ahun
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FRATAN

1T pemtang penanganan faka i skan

(| embaran Nepara Republilh Indoncas Tabun NEFY Bomior Hi2,
Fambahan | embaran Nepara Kepublil Indoncsa Nomaor S05R)

b U Nomor 18 Tabun 2017 tentang Panpan (| embaran Negara

Republih  Indonecsaa Tahun 2002 Nomoe 20 I ambahan

| embaran Nepara Republih Indoncsia Nomor 5535,

¢ U Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemenntahan  Dacrah

(L embaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indoncsia Nomaor S5K7),

d Peraturan pemenintah nomor 96 Tahun 2002 entang pelaksanaan |
undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomar 215,
Tambahan |embaran Negara Republik Indoncsia Nomaor $357),

a. komputer @ 2 Unit ,

b Printer I Unnt

¢ Janngan Internct

d 5K Pembentuban TIM

¢ [Data KI'M Bansos Rastra dalam BT

© Dokumen terhain .

Terampil menpoperasikan komputer dan teknologn informast

Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikaufi

[hsiphin dan taat waktu pelavanan

Pedoman Umum Bansos Rastra

SK Pagu Dafiar Kelvarga Penenma Manlast Bansos Rastra oleh

Menten Sosial

[ Tim Koordinas: Hansos Pangan Pusat, Provins;, Kabupaten,
Kecamatan dan Desa/Kelurahan

¢ Surat penintah penvaluran Bansos dan kementnian Sosial K1 ke
Rulog

h. Mol Perum Bulog” Sub Dhvre |

Berenpang mula dan Kepala Scksi I'cmhzt:[.;}uan Sosial dan

_I'u._nanlsmnn Fakir Miskin, Lupala Hulam_ Sosial dan hq_m'm ['-hna'-

a Operator Programen 11 6 Orang di [inas PMDSOS ]

b Petugas Admun Database 2 Orang

¢ Front Officer '-"l.’.'lrnng

a Adanva 1~.r.lm.i:lrl‘.l|"|||:r:l.f.mm:l Prosedur {SUY)

h Memahami tugas pokok dan fungs

¢ Memahami pedoman Umum (PEDUM) Bansos Rastra

d Mampu menangani urusan  perencanaan, pemutakbiran data
KPM, Sosialisas, pelaksanaan penvaluran, pemantawan  dan
evaluass ]

L




Tvvnan keamman
dlan keselamatan
Pelayanmn
Fovaluass komerja
Polak s

o Mg wwengelola din meningiin peagaduan program Hansos
Rislin

U Pembimman tedhadap  pelabamaan  opas dan Tungs Tim
kosmalimast beviamatan maupan DesdBeluaban

¢ Penwapsan pelapaoran pselak saman progiram

h Adanva basde Enk Kepepawinnn

i Dbk mla aliskigmnmas h'lluu.l.l|l1"l.ﬂ.1!|l!|ll'l-ll . _—

Penyalunmn  dissmpakan  secaa tepal sasamn sesual dengan

ketetapan Pagu Kelnarga peneoma manfist oleh kementerian Sosial

i B

Melilin Suevey Indeks Kepansan Masyarakal (IKM) secara rulin

dain berhelanjutan selagai upaya perhaikan dan peningkatan kinerga

playanm

S e e e —
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LZIN PENDIREAN ORGANISASTSOSIAL
Kanmnponen Stamdar Pelayaran terha hengan proeaes penyampeian pelayan (ervs o Pefivery)

L NO)
I

r |

ROMPONIEN

#
o

Persvantan

.‘-ii.-m:m', Mekanisme
dan Proscdur

Jangka Waktu
I-'u,.lul».aan:l:m

T!-m:ml" fanl

Penanganan
Aduan, Saran dan
Masukan

Waktu Pelayanan

Produk I‘q.laynnan |

HIATAN :
i |
Sural petimeboman begmetens By G- yang ditaguban el |
Bapati cop Kepala Dinas PMI dan Soual Eabupeten Lebong
dengan melengkap perayaratan selag ekl
I Foto copry Akle Mistanis
2 Anppanan [Dasar i Anpparan Komah Tangyma
1 Susunan Madan Penguios 'Tahunan
4. Propram Kerga 5 tahun
5. Struktor Orpanisast Soeal dan Kepenpunean -
- Bural keterangan domeali dan Eade/Lamh setempai
- Sural keterangan terdaliar pd keshangpol kalupeicn
Mama, alamat, dan telepon penpers
. ol tmda setoran (5T 5)
Pemohon menpajukan surt permohonan lenpkap ke Dinas PMID
dan Sosal
. Petugas menenima surat untuk dilakukan pemenkssan, jika telah
memenuhn persyaratan maka surat dapat discrahkan ke petugas
pengelolah, dan jika belum lengkap maka permohonan dapat
dikembalikan ke pemohon
- Permahonan suratl wein pendirian orpanisis }'ang'ti:lnk memenuhi
~ persyaratan yang telah ditentukan
d Valdasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat
dral sural izin pendirian onganisasi sosial
¢ Memenksa I:l.-ll..nl,impan herkas pemohon yang memenuhi syaral
I M:rmnd:uanmm sural 1zin pendifian orpanisasi oleh Kepala
Dinass PMD dan Sosial

£ Petugas memberikan penomoran dan stempel L'ap, kemudian

digandakan untuk diarsipkan dan menyerahkan ke pemohon
3 (tiga) Hari

o

2 oS =l

| “Tidak dikenakan h:a}-n (gratis)

Lzin Pendirian € Jrpanisasi Sosial
a Kotk Saran
b. Website: -

¢ Emal: pmdsos lebongenpmail com

d. Form Survey Indeks Kl..puu'mn Mn.h}'umkal

a. Senin - Kamis : 0800 - 14.00 Wil§ —
b, Jum'al 0800 - 11,00 Wi
¢ Sabtu SORO0 - 13.00 WIn

d Minggu dan Han Besar Nasional LIBUR
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f,-‘ " hom ponen Standar Pelavaman terhmt dengan proses penpelolaan pelavanan dunternal organisasi
I_,."' LA Rt hir i |
£ |
# 18 ROMPONEN RALAN
[ 1 I o
| Dasar Hubuim a U Nomor 1 Tahun 2009 tentang HE-‘-'I-'_IH]“'L‘I-'I_.'III Sosial -

b UL Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan Dacrah
' ¢ Permuran mentn dalam negen nomor 52 tahun 2001 tentang |
| Standar Operasional Proseduer di linghungan Pemenntah Provinsi
| dan Kabupaten Kota S e s )
| d Peraturan mentri Iﬁmﬁﬁlﬁ;—nﬁ;xﬁﬁlm Negara dan Reformasi
Hirokrasi Republik Indonesia Nomoe 32 Tahun 2012 tentang
| Pedoman Penyusunan Standar Opersional Prosedur Administrasi
. Pemerintahan;
! ‘e, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 2011
l | tentang Lembaga Kesgjahteraan Sosial,

S—

[}

| sarana Prasarana | a Komputer : 2 Unit
{ dan'atau Fasilitas | b. Printer 1 Unit

| ¢. Janngan Intemet
3. | Kompetensi a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi
Pelaksana b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatil®
c. Disiplin dan taat wakiu pelayanan
d. SOP Survey Lapangan
e. SOP Kewanpan
f. SOP Kearsipan
4. | Pengawasan Berjenjang mulai dani Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan
| Internal Penanganan Fakir Miskin, Kepala Bidang Sosial dan Kepala Dinas

5. | Jumlah Pelaksana | a. Operator Programer/IT 6 Orang di Dinas PMDS0S

b. Petugas Admin Database 2 Orang

¢. Front Officer 2 Orang

6. | Jaminan Pelayanan | a. Memahami Struktur Organisasi dan tatakerja

b. Memahami Persturan Perundang-undang vang berkaitan dengan
1zin pendinian organisasi social

¢. Memahami informasi dan teknologi

d Mempunyai keahlian dalam keorpanisasian

€. Adanva Kode Etik Kepegawaian

I. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon

7. | Jaminan Keamanan | a Pengecekan daflar persyaratan dan pencatatan oleh pelugas

dan Keselamatan | b Pencatatan dan pendataan dokumen penzinan

Pelayanan . Jika Syarat tidak terpenuhi maka permohonan tidak dapat
diproses

- d. Pengurusan izin harus sesuai dengan prosedur

§. | Evaluasi Kinega | Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rofin

Pelaksana dan berkelanjutan sebagai upava perbaikan dan peningkatan kinera

| pelayanan.
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FELAYANAN REKOMENDASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

homponen Stamdar Pelay

N
I

. |

ROMPONEN

¥

Persvamian

SR

r.,\_&m.hg_.:

&

10,

12

fr

14.
15

13

6.

anan ferkant dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

) ' URAIAN ' '

LS
Permohnan penyaluran ADD tahap | dr Kades
Rekomendas: Tim pendamping kecamatan
Peraturan Desa tentang RPIMDes 2018
Peraturan Desa tentang RPKDes 2018
Perituran Desa tentang APBDes
Keputusan Camat tentang Evaluas) APBDes 2018
Keputusan camat (g pemegang  kekuasaan  pengelolaan |
Keuangan desa
Keputusan Kades tg pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan
desa
Keputusan Kepala Desa tig Rekening Desa
Foto copy buku rekening kas desa
Foto copy rekening Koran
Dafiar inventans barang milik desa
Perdes tig laporan peranggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes
Rencana 18efinitive kegiatan 1 tahun
Folo copy NPWP desa
CD berisi data base siskeudes

Sistern, Mckanmsme
dan Proscdur

- Pemohon  mendafiarkan permohonan ke seksi  peningkatan

pemberdayaan SDM

b. Petugas adminstrasi mencliti kelengkapan berkas

¢. Tim Fasilitasi mempelajan dan meneliti berkas pengajuan sesuai

berkas persyaratan

. Tim Fasilitasi Kabupaten membuat draf surat Rekomendasi

Pengajuan ADD

- Kepala Scksi PP SDM memeriksa rekomendasi vang telah dibuat

oleh Tim Fasilitasi Kabupaten, jika rekomendasi diterima diparaf
dan jika tidak, dikembalikan ke tim teknis

Kepala Bidang PMD memeriksa rekomendasi yang telah diparaf
Kepala Seksi PP SDM, jika diterima  diparafl  untuk
ditandatangani Kepala Dinas dan jika tidak, dikembalikan ke
kepala seksi PP SDM

. Kepala Dinas PMD dan Sosial memeriksa surat rekomendasi

yang felah diparafl kepala bidang PMD dan Kepala Seksi PP
SDM, Jika disetujui ditandatangani dan diajukan ke Setda
Kabupaten Lebong sclaku penanggung jawab, jika tidak disetujui
dikembalikan ke Kepala Bidang PMD

. Sekretaris Daersh memeriksa surat rekomendasi vang ftelah

ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD & Sosial dan Kepala
bidang PMD, jika disetujui, maka ditandatangani dan diajukan ke

Crigmralsd deregan CamSiarrer




Lo

Jangka Wakiu
Pelaksanaan

! Baava Tan(

pemohon sehagar dasar pengaguan pencaman dana desa, jika
Bk, maka dikembalikan ke Dinas PMD & Sosaal
Petugas Admmmstran! menghubungs pemobon umul. mengambal

rehomendast pengajuan Alokas Dana Desa (ADID)
1 {satied Han

Twlak dikenakan biava (geatis) _
Pelayanan Rekomendasi Pengapuan Alokast Dana Desa

Produk Pelavanan
Penanganan a Kotak Saran
Aduan, Sarandan | b Websile: -
Masuban ¢ Email: pmdsos lebonga pmnl com
d. Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
| Wakw Pelavanan | a 00 Wil

a_ Senin - Kamis : 08 00 - 14.00 WIB
b. Jum ai (OO0 - 11.00 WIB
. Sabiu S (OB.00 - 13.00 WIB

d Minggu dan Han Besar Hnshnahl_l;lﬂllﬂ

Copmrail deragan Ca—iigrwer



hoomponen Standar Pelavanan teckat dengan proses pengelolaan pelayvanan donternal organisas:
A Barinifac turing ) |

' NO)

'| Dhasar lukum

ROMPONEN

-

URAIAN

F.

| a U0 Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa

b Peraturan Menteri Keuangan Nomor SOPME 072017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Dacrah dan ana Desa 1L ks

¢. Peraturan Menten Kewangan Nomor 225/PMK 0772017 tentang
Perubahan kedua atns Peraturan Mentenn Kewangan  Nomaor
SOPME.072017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa

d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang
tata cara Pengalokasian Dana Desa Sctiap Kabupaten/Kota dan
Perhitungan Rincian Dana Desa Sctiap Desa

¢. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK. 0772017 lentang
Perubahan Rincian Dana Desa menurul Daerah KabupatenKota

Tahun Anggaran 2018
I Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Kevangan Desa
2 | Sarana Prasarana | a. Komputer : 2 Unit
dan‘atau Fasilitas | b. Printer ;| Unil
€. Jaringan Internet
3. | Kompetensi a. Memahami peraturan terkait tekmis proses pencairan dana desa
Pelaksana b. Telit
4. | Penpawasan Berjenjang mulai dan Kepala Seksi Peningkatan Pemberdayaan
Internal Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakm
Desa dan Kepala Dinas
5. | Jumlah Pelaksana | a. Operator Programer/1T & Orang di Dinas PMDS0S
b. Petugas Admin Database 2 Orang
¢. Front Officer 2 Ormang
6. | Jaminan Pelayanan |a Memahami Struktur Organisasi dan tatakena
b. Memahami peraturan terkait teknis proses pencairan dana desa
c. Teliti
d. Adanya Kode Etik Kepegawaian
e. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7. | Jaminan Keamanan | 2. Pedoman Legalisasi tentang DD dan ADD
dan Keselamatan | b. SOP Pelayanan Rekomendasi Pengajuan Dana Desa DDy
Pelavanan
8 | Evaluasi Kinerja Melalu Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
Pelaksana dan berkelanjutan scbagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja

pelayanan.

Copmrail deragan Ca—iigrwer




3.

PELAYANAN REKOMENDASI PENGAJUAN DANA DESA (DIY)
Romponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delvery)

|

hid]

L

1

KROMPPONEN

"ersyaratan

URAIAN
L. s

1. Permohnan penyaluran DI tahap | dr Kades

2. Rekomendasi Tim pendamping kecamatan

3. Peraturan Desa tentang RPJMDes 2018

4. Peraturan Desa tentang RPKDes 2018

S, Peraturan Desa tentang APRDes

6, Keputusan Camal tentang Evaluasi AMBDes 2018

7 Kepulusan camat g pemegang  kekuasaan pengelolaan
Keuangan desa

$ Keputusan Kades tg pelaksanaan teknis pengelolaan kevangan
desa

|5' Keputesan Kepala Desa g Rekening Desa

10. Foto copy buku rekening kas desa

I'1. Folo copy rekening koran

12. Daftar inventans barang milik desa

13. Perdes g laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes

14, Rencana 2 lefinitive kegiatan | tahun

15. Folo copy NIPWT desa

16, CD berisi data base siskeudcs

Sistem, Mekanisme
dan Proscdur

a, Pemohon mendaftarkan permohonan ke scksi  pemingkatan
pemberdayaan SDM

b Petugas adminstrasi menchitl kelengkapan berkas

¢. Tim Fasilitasi mempelajan dan meneliti berkas pengajuan sesum
berkas persyaratan

d Tim Fasilitasi Kabupaten membuat dral’ sural Rekomendas
Pengajuan DI

¢. Kepala Seksi PP SIM memeriksa rekomendasi yang telah dibuat
oleh Tim Fasilitasi Kabupaten, jika rekomendasi diterima diparal’
dan jika tidak, dikembalikan ke tim teknis

I Kepala Bidang PMD memeriksa rekomendasi yang telah diparal
Kepala  Seksi PP SDM, jka  diteima  diparal  untuk
ditandatangani Kepala Dinas dan jika tidak, dikembalikan ke
kepala seksi PP SDM

g Kepala Dinas PMD dan Sosial memeriksa sural rekomendasi
yang tclah diparal kepala bidang PMD dan Kepala Seksi Pp
SDM, Jika disctujui ditandatangani dan diajukan ke Setda
Kabupaten Lebong selaku penanggung jawab, jika tidak disetujui
dikembalikan ke Kepala Bidang PMD

h. Sckretaris Docrah memeriksa sural rekomendasi yang telah
ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD & Sosial dan Kepala

bidang PMD, jika disetujui, maka ditandatangani dan diajukan ke

Copmrail deragan Ca—iigrwer



Jangka Waktu

permohon schapa dasar penpajuan pencaran dana desa, jika
tdak, maka dikembalikan ke Dinas PMD & Sosial
L Petugas Administrati§ menghubungi pemohon untuk mengambl
rekomendast pengajuan Dana Desa (DD)

1 (satu) I lari
Pelaksanaan e
4| Baya/Tanf | Tidak dikenakan biaya (gratis) o
5. | Produk Pelayanan Pelyanan Rekomendasi Pengajuan Danalesa
6. | Penanganan a Kotak Saran
Aduan, Saran dan | b, Websile, -
Masukan ¢. Email: pmidsos lehong o pma | com
d Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
7. | Wakiw Pelayanan | a. Senin - Kamis : 08.00 - 14.00 WIB

b. Jum’at - 08.00 - 11.00 WIB
c. Sabiu 0800 - 13.00 WIB
d. Minggu dan Hari Besar Nasional LIBUR
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' Hulllpmm" Hu“-h-“. F i )
clayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan dinternal organisast

(M earufarcturang)
NO| KomroNen | —_—
I I S URAIAN
—— | 1
I | Dasar Hukum | a UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa et
b. Peraturan Menteni Keuangan Nomor SOAPME 07/2017 tenlang
Pengelolaan Transfer ke Dacrah dan Dana Desa TN
o Peraturan Menteri Keuangan Nomer 225/PMK 0772017 teniant
Perubahan kedua atss Peraturan Menien Kewangan Nomot
SO/PME 072017 tentang Pengelolaan Transfer ke Dacrah dan
Dana Desa I ————
d_ Peraturan Menien Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang
tata cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan
Perhitungan Rinein Dana Desa SetiopDesa -
¢ Peraturan Menten Keuangan Nomor 236/PMIC.07/2017 tentang
Perubahan Rincian Dana Desa menurut Dacrah Kabupaten/Kola
Tahun Anggaran 2018 [ —
T Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
"3 | Sarana Prasarana | a Komputer : 2 Unit
dan/atau Fasilitas | b Printer  : 1 Unit
¢ Jaringan Internct
3. | Kompetensi 2 Memahami peraturan terkait teknis proscs pencairan dana desa
Pelaksana b Telitt
4. | Pengawasan Berjenjang mulai dari Kepala Scksi Peningkatan Pemberdayaan
Internal Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kepala Dinas
5. | Jumlah Pelaksana Operator Programer/1T 6 Orang di Dinas PMDSOS
- Petugas Admin Database 2 Orang
. Front Officer 2 Orang
6. | Jaminan Pelayanan | 2 Memahami Struktur Organisasi dan tatakerja
Memahami peraturan terkail teknis proses pencairan dana desa
Teln
Adanya Kode Enk Kepegawaian
i . Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7 | Jaminan Keamanan |a Pedoman Legalisasi tentang DD dan ADD
dan Keselamatan S0P Pelayanan Rekomendasi Pengajuan Dana Desa (DD)
Pelayanan
K :::;:’I:‘:LK'“‘F iﬂﬂ ui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin
n berkelanjutan schagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja
| pelayanan.
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